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Siti Absoh Nasution (2020) :  Pembiayaan Take Over pada PT. BNI 
Syariah Cabang Pekanbaru Menurut 
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Bank sebagai salah satu lembaga keuangan menyediakan kredit 
perumahan yang dapat dijadikan solusi pemilikan rumah, yaitu dengan 
menyalurkan produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Dalam perjalanan 
kreditnya, nasabah KPR adakalanya merasa kurang efektif karena alasan tertentu, 
sehingga ada sebagaian nasabah yang menginginkan kreditnya dari Bank 
konvensional dipindahkan ke Bank syariah. Karena alasan inilah Bank syariah 
memberikan jasa pelayanan keuangan untuk mengalihkan transaksi nonsyariah 
yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai syariah dengan memberikan 
pembiayaan take over. Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui 
sistem pembiayaan take over pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru. 
Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan take over yang dilakukan Bank BNI 
Syariah KC Pekanbaru dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO.31/DSN-
MUI/VI/2002. 
Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mengambil lokasi di PT. 
BNI Syariah Cabang Pekanbaru Jl. Jenderal Sudirman No. 484. Sumber data 
primer dalam penelitian ini diperoleh dari pimpinan dan karyawan PT. BNI 
Syariah Cabang Pekanbaru Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku, 
majalah, brosur dan data-data lainnya. Pengumpulan data dilakukan dengan 
metode wawancara, dokumensi. Dimana populasi berjumlah 4 orang dan 
dikarenakan populasi penelitian ini sedikit jadi sampel berjumlah 4 orang. Teknik 
analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif melalui 
pendekatan kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa PT. BNI Syariah Cabang 
Pekanbaru. Sudah melaksanakan pembiayaan take over sesuai  fatwa Dewan 
Syariah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002  plafon terendah yang di take over-
kan Rp. 25 juta, maksimal tidak melebihi jumlah jaminan yang di take over-kan 
dan telah berjalan pada Bank yang lama minimal 1 tahun serta maksimal jangka 
waktu pembiayaan 10 tahun. Calon debitur harus memenuhi aspek legalitas 
sebagaimana yang disyaratkan dan kemudian akan dianalisa oleh pihak PT. BNI 
Syariah. Sistem pembiayaan ini didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional 
No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan utang dan Fatwa DSN No 
19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-qardh fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
murabahah.  Penetapan margin keuntungan didasarkan pada hasil  putusan rapat 
ALCO (Asset Liabillity Commitee) manajemen PT. BNI Syariah. Sebagai 
perlindungan dari segi hukum, Bank diperbolehkan meminta nasabah untuk 
menyediakan agunan. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Semakin berkembangnya perekonomian suatu Daerah, semakin 
meningkat pula permintaan atau kebutuhan pendanaan untuk membiayai 
proyek–proyek pembangunan dana dari pemerintah yang bersumber dari 
APBN (anggaran pendapatan belanja negara)  sangat terbatas untuk menutup 
kebutuhan dana tersebut, karna pemerintah maengajak dan mendorong pihak 




Secara kelembagaan dana yang memeiliki swasta juga terbatas untuk 
memenuhi operasional dan pengembangan usahanya. Dengan keterbatasan 
finensial lembaga negara dan swasta tersebut maka perbankan syariah nasional 
memegang peran penting dalam kaitannya penyediannya dalam pemodalan 
pengembangan sektor – sektor produktif. 
 Bank sebagai perantara jasa keuangan (finencial intermediary) yang 
tugas pokoknya adalah meghumpun dana dari masyarakat diharapkan dana 
dimaksud dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang tidak disediakan 
oleh dana lembaga sebelumnya.
2
 Bank adalah badan usaha yang menghimpun 
dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada 
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 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Jakarta :Raja Wali Persada, 2015), h. 
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masyarakat dalam bentuk kredit (pembiayaan) dan bentuk lainnya dalam 
rangka meningkatkan tarif hidup rakyat.  
Peranan perbankan dalam memajukan perekonomian satu daerah  
sangatlah besar, hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai 
kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank.
3
 Secara umum bank syariah 
dapat di defenisikan sebagai bank dengan pola bagi hasil yang merupakan 
landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, 
pembiayaan maupun dalam produk lainnya, produk – produk Bank syariah 
mempunyai kemiripan tetapi tidak sma dengan Bank konvensional karna 
adanya pelarangan riba, gharar, dan maysir. 
Bank syariah memiliki perbedaan operasional yang cukup mendasar 
dengan bank konvensional dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga 
intermediasi, hal yang cukiup mendasar dalam membedakan antara Bank 
syariah dengan bank konvensional adalah pada aspek kepemilikan yang 
dibiayai dalam kerangka jual beli dan sewa begitu juga peranan Bank syariah 
dalam produk investasi ketika Bank syariah dapat bertindak sebagai pemegang 
saham.  
Bentuk utama  produk Bank syariah terutama menggunakan pola bagi 
hasil, sesuai krasteristiknya, selain pola bagi hasil  Bank syariah juga 
mempunyai produk-produk pendanaan dan pembiayaan dengan prinsip non 
bagi hasil, dalam produk pendanaan Bank syariah juga dapat menggunakn 
prinsip wadi‟ah, qardh, maupun ijarah. Dalam produk pembiayaan bank 
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syariah juga dapat mengunakan prinsip jual beli dengan prinsip  murabahah, 
salam dan istisna dan pola sewa dengan prinsip ijarah dan ijarah wa iqtina.
4
 
Bank syariah adalah Bank yang dalam menjalankan kegiatan usahanya 
berdasarkan syariat islam sebagaimana terdapat dalam Al Qur‟an dan Hadis 
atau kata lain bank islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya 
memberikan pembiayaan dan jasa – jasa lainnya dalam lalu litas pembayaran 




Pembiayaan adalah  suatu fasilitas dan kepercayaan (trust) yang 
diberikan oleh Bank syariah kepada seseorang atau perusahaan untuk 
melaksanakan amanah yang di berikan berupa pemberian dana dan 
mengelolanya dengan benar, adil, dan syarat –syarat yang jelas dan saling 
menguntungkan kedua belah pihak.
6
 Tujuan dan fungsi pembiayaan 
berdasarkan prinsip syariah yaitu untuk meningkatkan dan mencari keuntungan 
dengan mengharapkan dapat meningkatkan usaha dan pendapatan  masyarakat 
dengan laba yang diinginkan  sesuai dengan nilai – nilai Islam.
7
 
Pada dunia bisnis Perbankan, kepuasan nasabah menjadi salah satu 
yang di utamkan karna hal itu yang menentukan berhasil atau tidak pada saat 
akan memilih kembali jasa Perbankan yang sama, sehingga nasabah 
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menjadikan nasabah membandingkan dalam dalam memilih perbankan yang 
sesuai dengan keinginan nasabah. 
Kegiatan jual beli ada kalanya tidak dilakukan pembayaran secara tunai 
melaikan secara hutang, orang yang berhutang memindahkan tangguhannya 
kepada orang lain dan orang tersebut menerima dengan baik maka orang 
tersebut sudah terlepas dari tanggung jawab hutangnya dengan demikian 
diketahui secara pasti agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. 
Rasulullah SAW mengajarkan kepada orang yang mengutangkan, jika 
orang yang berhutang menghawalahkan kepada orang yang mampu hendaklah 
ia menerima hawalah tersebut dan hendaklah iya menagih orang yang 
menghawalahkan. 
8
 Menanggung hutang diperboleh kan, asal sudah di ketahui 
jumlahnya orang mempunyai piutang harus mencari orang yang menanggung 
dan orang yang ditanggung dalam Islam take over (pengalihan hutang), 
diperbolehkan berdasarkan Al-Qur‟an dan As-Sunnah, adapun dalil Al- Qur‟an 
yang memperbolehkan take over terdapat dalam  Al-Qur‟an Surah Al- Maidah 
ayat 2 yang berbunyi : 
                         
                               
                      
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                           
       
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar 
syiar-syiar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-
bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadya, 
dan binatang-binatang qala‟id, dan jangan (pula) 
mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah, 
sedang mencari karunia dan keridaan dari Tuhannya, dan 
apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimaka bolehlah 
berburu. Dan janganlah sesekali kebencianmu kepada sesuatu 
kaum karna mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil 
Hram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka. Dan 
tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah 




Sedangkan dalam As-sunnah, dapat dilihat dalam Hadis Imam Bukhari 
dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda : 
دح  ثَ َنا ُمحَمَّ َريْ َرَة َرِضَي اللَّهح َحدَّ ْفَيانح َعْن اْبِن ذَْكَواَن َعْن اْْلَْعرَِج َعْن َأِب هح ثَ َنا سح َف َحدَّ ْبنح يحوسح
َعْن النَِّبِّ صَ  هح  َّلَّ اللَّهح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َمْطلح اْلَغِِنِّ ظحْلٌم َوَمْن أحْتِبَع َعَلى َمِليٍّ فَ ْلَيتَِّبعْ   َعن ْ
 
Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah 
menceritakan kepada kami Sufyan dari IbnIOu Dzakwan dari 
Al A‟raj dari Abu Hurairah radliallohu „anhu dari Nabi 
shallallohu „alaihi wasallam bersabda: “Menunda membayar 
hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman dan apabila 





Ayat Al-Qur‟an di atas dapat menjadi landasan bahwa dalam transaksi 
pengalihan hutang terdapat cita- cita sosial yang tinggi yaitu tolong menolong 
dalam kebaikan, kemudian dalam Dalam hadits tersebut, Rasulullah 
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memerintahkan kepada oran yang menghutangkan, apabila orang yang 
berhutang mengalihkan pembayarannya kepada orang kaya dan mampu, 
dianjurkan untuk menerima tawaran tersebut. Dan ia harus menagih orang yang 
mendapat pengalihan (muhal‟alaih) agar haknya terpenuhi. Adapun .Menurut 
Syafi‟i, Maliki dan Hanbali, take over (hiwalah) adalah : “Pemindahan atau 




Pada konsep pembiayaan di Perbankan, Bank dapat memberikan 
pembiayaan kepada nasabah beberapa pembiayaan, konsumtif, modal kerja, 
maupun kerja sama, pembiayaan yang di implementasikan dalam kerjasama, 
modal kerja ada juga pembiayaan yang diberikan oleh Bank syariah dimana 
sebelumnya nasabah mempunyai pinjaman di Bank lain terutama yang berasal 
dari Bank konvensional. 
Pembiayaan dengan makanisme take over dipandang dalam bentuk 
persaingan antar Bank dalam memikat masyarakat terlebih setelah 
berkembangnya Bank syariah, bank syariah menawarkan kelebihan tersendiri 
kepada masyarakat sehingga penawaran pembiayaan take over oleh Bank 
syariah kepada nasabah - nasabah yang dalam rangka memperbesar market 
shere Bank syariah sesuai target yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 
Take over (pengalihan hutang) merupakan salah satu bentuk jasa 
pelayanan keuangan Bank syariah dalam membantu masyarakat untuk 
mengalihkan hutang nasabah dari Bank konvensional ke Bank syariah atau dari 
                                                             





Bank syariah ke Bank syariah lainnya, pembiayaan berdasarkan take over 
adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat  dari take over terhadap 
transaksi Bank konvensional yang telah berjalan yang dilakukan oleh Bank 
syariah atas pernintaan nasabah.
12
    
Dalam hal ini atas permintaan nasabah, Bank syariah melakukan 
pengambilalihan hutang nasabah di Bank konvensional dengan cara 
memberikan jasa hiwalah atau dapat juga menggunakan qordh, disesuaikan 
atau tidaknya unsur bunga dalam hutang nasabah kepada Bank konvensional, 
setelah nasabah melunasi kewajiban kepada bank konvensional transaksi 
selanjutnya ynag terjadi yaitu transaksi nasabah dengan Bank syariah.
13
    
Sebagai salah satu Bank syariah terbesar, PT. Bank BNI Syariah juga 
memberikan pembiayaan take over dengan menawarkan margin yang cukup 
kompotitif dalam menari minat nasabah, sebagai contoh study kasus misalnya, 
pak Rahman mempunyai kredit pemilikan rumah pada Bank konvensional XX, 
jangka waktu 10 tahun, plafon pembiayaan 100.000.000,- dan bunga 14% 
pertahun. Setelah kredit pada Bank konvensional tersebut berjalan selama 2 
tahun, pak rahman ingin mengalihkan hutangnya ke PT. BNI Syaria Kantor 
Cabang Pekanbaru karna merasakan bahwa setelah berjalan selama dua tahun 
tersebut hutang pokonya belum terbayar. Setelah dilakukan peiview oleh PT. 
BNI Syariah Pekanbaru Pusat, pak Rahman persyaratan bangkable sehingga 
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permohonannya disetujui dan kreditnya pada bank lama dapat di take over kan 
kepada Bank yang baru, yakni PT. BNI Kantor Cabang Syariah.
14
 
Permasalahan timbul ketika debitur yaitu nasabah pembiayaan take 
over tidak mengetahui sisitem, fatwa, dan akad digunakan pada pembiayaan 
take over sehingga tetap mengasumsikan pengambilan margin oleh Bank 
disamakan dengan Bank konvensional. 
Bank syariah yang melakukan kegiatan harus bepedoman pada akad – 
akad yang telah yang telah di tetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) 
dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwa-fatwanya, sesuai dengan 
salah satu tugas Dewan Syariah Nasioanal yaitu untuk mengkaji, menggali, dan 
merumuskan nilai dan prinsip – prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa yang 
dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi pada lembaga keuangan Syariah 
maka melalui Dewan Syariah Nasional inilah Majelis Ulama Indonesia 
membuat fatwa untuk pelaksanaan kegiatan usaha Bank syariah. 
Transaksi take over yaitu pengalihan pembiayaan dari Bank 
konvensional ke Bank Syariah yang telah di atur dalam fatwa Dewan Syariah 
Nasional No 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang (take over). 
Berdasarkan uraian permasalahn di atas, penulis tertarik untuk meneliti 
secara mendalam dalam karya Ilmiah yang berjudul “PEMBIAYAAN TAKE 
OVER PADA PT. BNI SYARIAH KANTOR CABANG PEKANBARU 
MENURUT PERSPEKTIF FATWA DSN –MUI NO 31/DSN-
MUI/VI/2002”.  
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B. Batasan Masalah  
 Agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis membatasi penelitian ini  
pada pembiayaan take over kredit kepemilikan rumah pada PT. BNI Syariah 
Kantor Cabang Pekanbaru, serta tinjauan fatwa DSN-MUI NO 31/DSN-
MUI/VI/2002 terhadap pembiayaan take over PT. BNI Syariah Kantor Cabang 
Pekanbaru  
 
C. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, yang 
menjadi rumuasan masalah dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut: 
1. Bagaimana sistem pembiayaan take over PT. BNI Syariah   Kantor Cabang 
Pekanbaru? 
2. Bagaimana Kesesuaian pelaksanaan take over yang dilakukan Bank BNI 
Syariah Kantor Cabang Pekanbaru menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional 
NO.31/DSN-MUI/VI/2002? 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan   
a. Untuk mengetahui sistem pembiayaan take over pada PT. BNI Syariah 
Kantor Cabang Pekanbaru. 
b. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan take over yang dilakukan 







2. Manfaat  
a. Bagi penulis  untuk menambah pengetahuan dan sebagai salah satu 
syarat untuk menyelesaikan tugas akhir guna menapatkan gelar Ahli 
Madya (Amd) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
b. Bagi PT BNI Syariah menjadi motivasi untuk meningkatkan pelayanan 
khususnya pembiayaan take over.   
c. Bagi pembaca untuk menanbah wawasan dan pengetahuan terhadap 
sisitem pembiayaan take over yang diterapkan pada PT. BNI Syariah 
Kantor Cabang Pekanbaru.  
d.  Bagi nasabah hasil penelitian ini di harapkan dapat memikat minat 
masyarakat agar lebih menggunakan jasa perbankan syariah. 
 
E. Metode Penelitian 
1. Lokasi Penelitian  
Penelitian ini mengambil lokasi di PT. BNI Syariah Kantor Cabang 
Pekanbaru.yang beralamat Jl. Jenderal Sudirman No. 484. 
Penulis mengambil penelitian disini karena. 
1. Permasalahan tersebut belum pernah diteliti oleh orang lain. 
2. Ingin mengetahui sistem pembiayaan take over yang diterapkan oleh 
PT. BNI Syariah Kantor Cabang  Pekabaru dan kesesuaian 
pelaksanaan take over yang dilakukan bank BNI Syariah Kc 






3. Penulis merasa tempat dilakukannya penelitiannya ini mudah 
dijangkau untuk mengambil data-data yang diperlukan untuk 
penelitian ini. 
2. Subjek Dan Objek Penelitian  
a. Subjek  
Subjek penelitian ini adalah Pimpinan dan Karyawan pembiayaan take 
over PT. BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru. 
b. Objek 
Sedangkan yang menjadi objek pada penelitian ini adalah  pembiayaan 
take over pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru menurut 
pespektif Fatwa DSN – MUI 31/DSN-MUI/VI/2002. 
3. Populasi Dan Sampel  
a. Populasi  
Populasi pada penelitian ini adalah Karyawan, PT. BNI Syariah 
Kantor Cabang Pekanbaru yang memahami pembiayaan take over 
berjumlah 4 orang. 
b. Sampel 
Karna populasi dalam penelitian ini sedikit, maka keseluruhan 
populasi dijadikan sampel dengan menggunakan teknik total 
sampling jadi sampel berjumlah 4 orang yaitu Karyawan, PT. BNI 






4. Sumber Data   
a. Data Primer 
 Yaitu data yang diproleh langsung dari Pimpinan, bagian pembiayaan, 
Karyawan dan Karyawati, serta nasabah pembiayaan take over PT. 
BNI  Kantor Cabang Syariah Pekanbaru. 
b. Data Sekunder 
Yaitu data yang diperoleh dari buku- buku, majalah, data- data atau 
sesuatu yang dapat memnberikan informasi yang memberikan 
pembiayaan take over ini. 
5. Teknik Pengumpulan Data  
a. Wawancara  
Adalah metode pengumpulan data dengan cara menulis mengadakan 
tanya jawab secara langsung kepada siapa yang akan menjadi 
responden yang berhubungan dengan pokok pembahsan yang diteliti 
guna melengkapi data yang diperlukan. 
b. Dokumentasi 
Adalah berupa brosur, formulir, laporan, data, dan data lain dari PT. 




c. Analisis data  
Untuk menganalisa data dalam penelitian ini, peneliti 
menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif 
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dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan objek 
penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui permasalahan 
yang dihadapi oleh objek penelitian kemudian apakah sudah sesuai 
dengan standar yang ada pada saat itu untuk selanjutnya di 
deskripsikan bagaimana pembiayaan take over pada pt. bni syariah 





6. Metode Penulisan 
Metode penulisan dalam penelitian ini adalah menggunakan 
metode, yaitu: 
a. Deduktif 
Metode deduktif adalah penulis menarik suatu kesimpulan dari suatu 
pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu yang bersifat 
khusus. 
b. Deskriptif 
Deskriptif, penulis menggunakan metode dengan data-data yang di 
perlukan dalam penelitian. 
F. Sistematika Penulisan 
Agar penulisan dapat dipahami secara baik dan utuh maka disusun 
secara sistematis sebagai beriukut. 
  
                                                             
16
Muhammad, Metodologi  Penelitian  Ekonomi  Islam  Pendekatan  Kuantitatif, (Jakarta: 





BAB I PENDAHULUAN 
 Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan 
masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 
metode penelitian, sistematika penelitian. 
BAB II  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 Dalam bab ini penulis menguraikan sejarah singkat berdirinya 
PT. BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru, visi dan misi PT. 
BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru, struktur organisasi PT. 
BNI Syariah Pekanbaru Kantor Cabang, aktivisat dan produk 
PT. BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru. 
BAB III TUJUAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN TAKE OVER 
 Dalam bab ini menjelaskan tentang pengertian pembiayaan 
jenis- jenis pembiayaan, pengertian pembiayaan take over, 
syarat dan rukun pembiayaan take over, sumber hukum 
penelitian take over serta  ketentuan-ketentuan dalam Fatwa 
Dewan Syariah Nasional Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002. 
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 
 Dalam bab ini menjelaskan sistem pembiayaan take over yang di 
terapkan Bank BNI Syariah, Kesesuaian pelaksanaan take over 
yang dilakukan Bank BNI Syariah KC Pekanbaru menurut 
Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 
BAB V PENUTUP 
 Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran berdasarkan 







GAMBARAN UMUM PT. BANK BNI SYARIAH 
 
A. Sejarah dan Perkembangan PT. Bank BNI Syariah KC Pekanbaru 
PT. Bank BNI Syariah didirikan pada tanggal 19 Juni 2010 sebagai anak 
perusahaan dari PT. Bank BNI (persero). Sebelum beroperasi sebagai Bank 
Umum Syariah (BUS) yang berdiri secara independen. BNI Syaraiah telah 
beroperasi sebagai Unit Usaha Syariah selama 10 tahun dengan menawarkan 
berbagai produk perbankan syariah. Begitu juga dengan BNI Syariah di 
pekanbaru juga telah dibuka pada tanggal 19 Juni 2010.
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BNI Syariah kantor Cabang Pekanbaru sudah beroperasi selama 4 tahun 
sebelumnya bernama Unit Usaha Syariah BNI yang beralamat jl. Jend 
Sudirman No. 484, Pekanbaru. Sekarang BNI Syariah Cabang Pekanbaru 
memiliki Kantor Cabang Pembantu yaitu di Jl. Maharaja Indra Pangkalan 
Kerinci, di jl. HR. Soebrantas Pekanbaru dan memiliki Kantor Kas di kampus 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau. Hingga 
sekarang BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru masih berjalan dengan baik 
serta menjadi bank yang handal dan mampu bekerja secara profesional dan 
tetap patuh pada ases ekonomi syariah dan perbankan yang berlaku. 
PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru merupakan kantor 
cabang yaitu diberi kewenangan oleh kantor pusat atau wilayah untuk  
melakukan semua transaksi perbankan. Dengan kata lain, semua transaksi 
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perbankan dapat dilakukan oleh kantor cabang penuh. Kantor cabang penuh 
melayani semua produk yang terkait dengan ketiga fungsi utama bank, yaitu 
menawarkan produk penghimpunan dana, penyaluran dana, dan memberikan 
pelayanan jasa perbankan. Kantor cabang penuh membawahi kantor cabang 
pembantu dan dan kantor kas, oleh karena itu, kantor cabang pembantu dan kas 
bertanggung jawab kepada kantor cabang penuh dalam melakukan aktivitas 
operasionalnya. 
Bank BNI Syariah adalah salah satu Bank Syariah terbesar di indonesia. 
Hingga September 2012, BNI Syariah telah memiliki 49 kantor cabang, 89 
kantor cabang pembantu, 5 kantor kas, 22 Mobil Layanan Gerak (BLG), 11 
kantor cabang mikro dan 38 kantor cabang pembantu mikro. BNI Syariah 
memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas 
Syariah (DPS), semua Produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS 
sehingga telah memenuhi aturan syariah. 
Dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat akan produk 
bank berbasis syariah, BNI Syariah dengan slogan memberikan yang terbaik 
sesuai kaidah mengeluarkan berbagai produk syariah yang sesuai dengan 
Fatwa Dewan Syariah Nasional (Dewan bentukan MUI). Produk-produk 
tersebut berupa simpanan, pendanaan, maupun pembiayaan serta didukung 
dengan layanan seperti Internet Banking, SMS banking, ATM dll untuk 








B. Visi, Misi dan Motto PT. Bank BNI Syariah 
Dengan adanya usaha di bidang perbankan dan jasa keuangan yang 
senantiasa berorientasi kepada peningkatan profit bagi perusahaan, maka 
diperlukan perumusan visi,  misi dan motto sebagai pedomannya. Adapun visi 
dan misi PT. Bank BNI Syariah adalah:
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Visi :  Menjadi bank syariah yang unggul dalam layanan dan kinerja 
dengan menjalankan bisnis sesuai dengan kaidah sehingga Insya 
Allah membawa berkah. 
Misi :  Secara istiqomah melaksanan amanah untuk memaksimalkan kinerja 
dan layanan perbankan dan jasa keuangan syariah sehingga dapat 
menjadi bank syariah kebanggan anak negeri  
Motto :  Memberikan kenyamanan dalalm setiap transaksi. 
 
C. Produk dan Layanan PT. Bank BNI Syariah KC Pekanbaru 
1. Penghimpunan Dana 
a. BNI Dollar iB Hasanah 
Tabungan yang dikelola dengan akad wadiah dan mudharabah yang 
memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi Nasabah Perorangan 
dan Non Perorangan dalam mata uang USD. 
Persyaratan dan Tata Cara BNI Dollar iB Hasanah : 
1. Menunjukan identitas diri (KTP) untuk WNI dan Passport serta 
KIMS/KITAS untuk WNA yang masih berlaku. 
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2. Menunjukan NPWP. 
3. Menandatangani ketentuan pembukaan rekening iB Dollar di atas 
materai. 
4. Melakukan setoran awal. 
Keunggulan BNI Dollar iB Hasanah : 
1. Dapat dibuka untuk perorangan dan non perorangan. 
2. Buku Tabungan. 




b. BNI SimPel iB Hasanah 
Produk simpanan untuk siswa/pelajar dengan fitur yang menarik 
dan persyaratan yang sangat mudah sehingga mendorong budaya 
menabung sejak dini. BNI SimPel iB Hasanah dilengkapi dengan Kartu 
ATM SimPel iB. 
Persyaratan BNI Simpel iB Hasanah:  
1. Formulir aplikasi pembukaan rekening 
2. Memiliki kerjasama antara pihak bank dan sekolah  
3. Setoran awal minimal Rp1000,- 
4. Fotocopy KTP orang tua wali/kartu keluarga (bila tidak tinggal 
serumah dengan orang tua atau wali)/kartu pelajar/Akte kelahiran 
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KeunggulanBni Simpel Ib Hasanah: 
1.  Buku tabungan atas nama anak 
2. Dapat menerima dana secara otomatis (Auto credit) dari orang tua 
atau wali 
3. Kartu ATM dapat digunakan sebagai kartu debit mesin EDC BNI  
4. Bebas biaya administrasi bulanan.20 
c. BNI Baitullah iB Hasanah 
Tabungan Haji & Umrah yang dikelola secara Syariah sebagai 
sarana pembayaran haji untuk mendapatkan kepastian porsi berangkat 
menunaikan ibadah Haji dan perencanaan ibadah Umrah dalam mata 
uang Rupiah dan USD. BNI Baitullah iB Hasanah dilengkapi dengan 
Katu Haji & Umrah Indonesia sebagai kartu ATM/debit yang dapat 
digunakan di Tanah Suci dan Tanah Air. BNI Baitullah iB Hasanah 
tersedia dalam akad Mudharabahatau Wadiah. 
Persyaratan BNI Baitullah iB Hasanah: 
1. Formulir aplikasi pembukaan rekening 
2. Kartu identitas asli (KTP/Paspor) 
3. Akta kelahiran anak (usia <17 tahun), untuk pembukaan rekening 
BNI Baitullah iB Hasanah anak 
4. Setoran awal minimal RP500.000,-/USD 50 (Mudharabah) atau 
RP100.000,-/USD 5 (Wadiah) 
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Keunggulan BNI Baitullah iB Hasanah: 
1. Lebih mudah mendapatkan nomor porsi Haji 
2. Bebas biaya pengelolaan rekening bulanan 
3. Bebas biaya penutupan rekening (IDR) 
4. Fasilitas Auto credit untuk setoran bulanan 
5. Anak-anak dengan usia minimal 12 tahun dapat didaftarkan untuk 
mendapatkan nomor porsi Haji 
6. Souvenir menarik pada saat pelunasan biaya Haji reguler 
7. Asuransi jiwa bagi Nasabah dengan saldo >Rp5 juta 
d. BNI Prima iB Hasanah 
Tabungan bagi nasabah “High Networh” berakad Mudharabah 
dengan bagi hasil kompetitif dan akad Wadiah serta manfaat berupa 
fasilitas transaksi e-Banking, perlindungan asuransi jiwa dan fasilitas 
Executive Lounge bandara yang telah bekerjasama dengan BNI Syariah. 
BNI Ptima iB Hasanah dilengkapi dengan Zamrud Card.  
Persyaratan BNI Prima iB Hasanah:  
1. Formulir aplikasi pembukaan rekening   
2. Kartu identitas asli (KTP/Paspor) 







Keunggulan BNI Prima iB Hasanah:  
1. Zamrud Card dengan limit transaksi tarik tunai hingga Rp10 juta/hari, 
transfer hingga Rp100 juta/hari (ke sesama BNIS/BNI)dan Rp25 
juta/hari (ke non BNIS/BNI)  
2. Executive Lounge di Bandara yang bekerjasama dengan BNI Syariah 
3. Perlindungan asuransi jiwa 
4. Fasilitas Auto debet untuk pembayaran tagihan tertentu 
5. Fasilitas e-Banking (Internet banking, SMS Banking, Mobile Banking 
dan Phone Banking) 
6. Mutasi transaksi di buku tabungan lebih detail 
7. Layanan antrian prioritas di Kantor-kantor Cabang BNI Syariah 
dengan menunjukkan Zamrud Card. 
e. BNI Tunas iB Hasanah  
Tabungan yang diperlukan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia 
dibawah 17 tahun. Tabungan ini disertai dengan kartu ATM Debit (Tunas 
card) atas nama anak dan SMS notifikasi ke orang tua. BNI Tunas iB 
Hasanah tersedia dalam akad Mudharabah atau Wadiah.  
Persyaratan BNI Tunas iB Hasanah :  
1. Formulir aplikasi pembukaan rekening 
2. Fotokopi Akte Kelahiran/Kartu pelajar anak & KTP otang tua 







Keunggulan BNI Tunas iB Hasanah :  
1. Bagi hasil kompetitif (akad Mudharabah) 
2. Tunas Card dan Buku Tabungan atas nama anak dengan maksimal 
transaksi Rp500.000,-/hari 
3. Tunas Card denfan alternatif desain* 
4. Layanan transaksi perbankan secara elektronik (e-channel) 
5. Layanan SMS Notifikasi ke orang tua 
6. Tunas Card dapat digunakan sebagai kartu debit di mesin EDC BNI 
7. Setoran dapat dilakukan melalui Cash Deposit Machine (CDM) 




f. BNI Bisnis iB Hasanah 
Tabungan dengan informasi transaksi dan mutasi rekening yang 
lebih detail, bagi hasil yang kompetitif, serta berbagai fasilitas transaksi 
e-Banking. BNI Bisnis iB Hasanah dilengkapi dengan Hasanah Debit 
Gold. BNI Bisnis iB Hasanah tersedia dalam akad Wadiah dan 
Mudharabah.  
Persyaratan BNI Bisnis iB Hasanah:  
1. Formulir aplikasi pembukaan rekening 
2. Kartu identitas asli (KTP/Paspor) 
3. Setoran awal minimal Rp5.000.000,- 
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KeunggulanBNI Bisnis iB Hasanah: 
1. Hasanah Debit Gold dengan limit transaksi tarik tunai hingga Rp10 
juta/hari, transfer hingga Rp100 juta/hari (ke sesama BNIS/BNI) 
danRp 25 juta/hari (ke non BNIS/BNI) 
2. Nisbah bagi hasil yang lebih tinggi dari tabungan BNI iB hasanah 
3. Mutasi transaksi di buku tabungan lebih detail 
4. Fasilitas Auto debet untuk pembayaran tagihan tertentu 
5. Fasilitas e-Banking  (Internet banking, SMS Banking, Mobile Banking 
dan Phone Banking) 
6. Bebas biaya tarik tunai di seluruh ATM BNI 
7. Bebas biaya transfer ke sesama rekening BNIS/BNI 
g. BNI iB Hasanah 
Tabungan dengan berbagai fasilitas transaksi e-Banking seperti 
Internet Banking, SMS Banking, Mobile Banking, dan lain-lain. BNI iB 
Hasanah dilengkapi dengan Hasanah Debit Silver sebagai kartu 
ATM/Debit yang dapat digunakan untuk transaksi di merchant 
MasterCard seluruh dunia. BNI iB Hasanah tersedia dalam akad 
Mudharabah atau Wadiah 
Persyaratan BNI iB Hasanah:  
1. Formulir aplikasi pembukaan rekening 
2. Kartu identitas asli (KTP/Paspor) 






Keunggulan BNI iB Hasanah:  
1. Hasanah Debit Silver dengan limit transaksi tarik tunai Rp5juta/hari, 
transfer Rp50 juta/hari (ke sesama BNIS/BNI) dan Rp25 juta/hari (ke 
non BNIS/BNI) 
2.  Bebas biaya administrasi bulanan untuk akad Wadiah 
3. Fasilitas Auto debetuntuk pembayaran tagihan tertentu  
4. Fasilitas e-Banking (Internet banking, SMS Banking, Mobile Banking 
dan Phone Banking) 
5. Bebas biaya tarik tunai di seluruh ATM BNI 
6. Bebas biaya transfer ke sesama rekening BNIS/BNI 
h. BNI Tapenas iB Hasanah 
Tabungan perencanaan berakad Mudharabah dengan sistem 
setoran bulanan yang bermanfaat untuk membantu menyiapkan rencana 
masa depan seperti rencana liburan, ibadah umrah, pendidikan ataupun 
rencana lainnya.  
Persyaratan BNI Tapenas iB Hasanah: 
1. Usia minimal 17 tahun, maksimal 55 tahun 
2. Formulir aplikasi pembukaan rekening 
3. Kartu identitas asli (KTP/Paspor) 
4. Setoran awal minimal Rp100.000,- 
5. Memiliki rekening tabungan BNI iB Hasanah, BNI Bisnis iB 





6. Melakukan setoran bulanan minimal Rp100.000,- s/d Rp5.000.000,- 
yang akan di debet setiap tanggal 5 
7. Rekening akan otomatis ditutup dan saldo dana akan dicairkan ke 
rekening afiliasi setelah dikurangi biaya administrasi, apabila 3 bulan 
berturut-turut mengalami gagal Auto credit 
Keunggulan BNI Tapenas iB Hasanah: 
1. Tersedia pilihan jangka waktu minimal 1 tahun s/d maksimal 18 tahun  
2. Bagi hasil lebih tinggi 
3. Auto credit untuk setoran bulanan dari rekening BNI iN Hasanah/BNI 
Bisnis iB Hasanah/BNI Prima iB Hasanah 
4. Manfaat perlindugan asuransi jiwa hingga Rp.1 Milyar 
5. Manfaat asuransi kesehatan hingga Rp1.000.000,-/hari/orang 
6. Biaya administrasi bulanan ringan, hanya Rp500,-/bulan 
7. Tersedia perlindungan asuransi jiwa plus asuransi kesehatan tanbahan 
(premi 5%, 10% atau 20% dari setoran bulanan) 
i. BNI Tabungan Ku iB Hasanah 
BNI TabunganKu iB Hasanah ialah produk simpanan dana dari 
Bank Indonesia yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah dengan akad 
Wadiah dalam mata uang Rupiah untuk meningkatkan kesadaran 
menabung masyarakat. 
Persyaratan BNI TabunganKu iB Hasanah: 
1. Formulir aplikasi pembukaan rekening 





3. Setoran awal minimal Rp. 20.000,-. 
4. Pembuatan kartu ATM (chip) Rp. 10.000,- 
Keunggulan BNI Tabungan Ku iB Hasanah:  
1. Hasanah Debit Silver sebagai kartu ATM pada jaringan ATM (ATM 
BNI, ATM Bersama, ATM Link, ATM Prima & Cirrus) dan kartu 
belanja (Debit Card) di merchant berlogo MasterCard di seluruh 
dunia. 
2. Bebas biaya pengelolaan rekening bulanan. 
3. Pembukaan rekening otomatis berinfaq Rp 500,-. 
4. Dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan. 
j. BNI Deposito iB Hasanah 
BNI Deposito iB Hasanah yaitu investasi berjangka yang dikelola 
berdasarkan prinsip syariah yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan 
perusahaan, dengan menggunakan akad mudharabah. 
Persyaratan BNI Deposito iB Hasanah:  
1. Kartu Identitas Asli (KTP/Paspor) untuk Nasabah Perorangan. 
2. Legalitas Perusahaan untuk Nasabah Perusahaan. 
3. Setoran awal minimal Rp 1.000.000,-/ USD 1.000. 
Keunggulan BNI Deposito iB Hasanah:  
1. Dapat atas nama perorangan maupun perusahaan. 
2. Bagi hasil dapat ditransfer ke rekening Tabungan, Giro atau 





3. Fasilitas ARO (Automatic Roll Over) yaitu perpanjangan otomatis jika 
deposito jatuh tempo belum dicairkan. 
4. Dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan. 
5. Nisbah bagi hasil Deposito lebih tinggi dari nisbah tabungan. 
Fasilitas BNI Deposito iB Hasanah:  
1. Bilyet Deposito. 
2. Terdapat pilihan mata uang Rupiah dan US Dollar. 
3. Terdapat pilihan jangka waktu : 1,3,6,12 bulan. 
k. BNI Giro iB Hasanah 
BNI Giro iB Hasanah adalah simpanan transaksional dalam mata 
uang IDR dan USD yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan 
pilihan akad Mudharabah Mutlaqah atau Wadiah Yadh Dhamanah yang 
penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek, 
Bilyet Giro, Sarana Perintah pembayaran lainnya atau dengan 
Pemindahbukuan. 
Persyaratan BNI Giro iB Hasanah: 
1. Memiliki identitas diri (KTP) untuk WNI. 
2. Memiliki Passport dan Kartu Izin Menetap Permanen/ Sementara 
(KITAP/ KITAS/ KIMS) untuk WNA. 
3. Memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). 
4. Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Bank Indonesia. 






Keunggulan BNI Giro iB Hasanah:  
1. Giro dapat dibuka atas nama perorangan maupun perusahaan. 
2. Tersedia dalam pilihan mata uang, yaitu Rupiah dan US Dollar. 
3. Dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan. 
Fasilitas BNI Giro iB Hasanah: 
1. Buku Cek dan Bilyet Giro khusus mata uang Rupiah. 
2. Hasanah Debit Silver sebagai kartu ATM (bagi Nasabah Giro 
Perorangan). 
3. Layanan Mobile Banking, Internet Banking, SMS Banking, dan Phone 
Banking (transaksi non-finansial). 
4. Intercity Clearing untuk kemudahan penarikan cek atau bilyet giro 
dari bank-bank di seluruh Indonesia. 
5. Laporan rekening koran dikirimkan setiap bulan. 
6. Cetak rekening koran sesuai permintaan nasabah dikenakan biaya 
Rp1.000 per lembar. 
7. Automatic Transfer System Online (Sweep Account Online) 
2. Penyaluran dana  
a. BNI Giya iB Hasanah 
BNI Griya iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang 
diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, 
merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen dan 





besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan 
membayar kembali masing-masing calon nasabah. 
Akad: Murabahah, Musyarakah Mutanaqisah 
PersyaratanBNI Giya iB Hasana: 
1. Warga Negara Indonesia. 
2. Usia minimal 21 tahun dan maksimal sampai dengan saat pensiun 
pembiayaan harus lunas. 
3. Berpenghasilan tetap dan masa kerja minimal 2 tahun. 
4. Mengisi formulir dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan. 
KeunggulanBNI Giya iB Hasana:: 
1. Proses lebih cepat dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan 
prinsip syariah. 
2. Maksimum Pembiayaan sd Rp. 25 Milyar. 
3. Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 15 tahun kecuali untuk 
pembelian kavling maksimal 10 tahun atau disesuaikan dengan 
kemampuan pembayaran. 
4. Jangka waktu sd 20 tahun untuk nasabah fixed-income. 
5. Uang muka ringan yang dikaitkan dengan penggunaan pembiayaan. 
6. Harga jual tetap tidak berubah sampai lunas. 
7. Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis atau 
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b. BNI Multiguna iB Hasanah 
Fasilitas Pembiayaan Konsumtif yang diberikan kepada anggota 
masyarakat untuk pembelian barang kebutuhan konsumtif dan/atau jasa 
sesuai prinsip syariah dengan disertai agunan berupa tanah dan bangunan 
yang ditinggali berstatus SHM atau SHGB dan bukan barang yang 
dibiayai. 
Akad: Murabahah atau Ijarah Multijasa dan Hawalah 
PersyaratanBNI Multiguna iB Hasanah: 
1. Warga Negara Indonesia. 
2. Usia minimal 21 tahun dan maksimal berusia 60 tahun (pensiun) 
pembiayaan harus lunas. 
3. Memiliki penghasilan tetap dan mampu mengangsur. 
4. Melengkapi persyaratan dokumen yang ditentukan. 
KeunggulanBNI Multiguna iB Hasanah: 
1. Proses cepat dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip 
syariah. 
2. Minimal pembiayaan Rp. 50 juta dan maksimum Rp. 2 Milyar. 
3. Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 10 tahun. 
4. Uang muka ringan. 
5. Angsuran tetap tidak berubah sampai lunas. 
6. Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis atau 






c. BNI Oto iB Hasanah 
BNI Oto iB Hasanah dalah fasilitas pembiayaan konsumtif 
murabahah yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian 
kendaraan bermotor yang dibayar dengan pembiayaan ini. 
Akad: Murabahah 
PersyaratanBNI Oto iB Hasanah: 
1. Warga Negara Indonesia. 
2. Usia minimal 21 tahun dan maksimal sampai dengan saat pembiayaan 
lunas berusia maksimal 60 tahun. 
3. Berpenghasilan tetap dan masa kerja minimal 2 tahun. 
4. Mengisi formulir dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan. 
KeunggulanBNI Oto iB Hasanah: 
1. Proses lebih cepat dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan 
prinsip syariah. 
2. Minimal pembiayaan Rp.5 Juta dan maksimum Rp.1 Milyar. 
3. Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 5 tahun. 
4. Uang muka ringan. 
5. Harga Jual tetap tidak berubah sampai lunas. 
6. Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis atau 








d. BNI Emas iB Hasanah 
BNI Emas iB Hasanah merupakan fasilitas pembiayaan yang 
diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang 
diangsur setiap bulannya melalui akad murabahah (jual beli). 
Dokumen yang dibutuhkan: 
1. Formulir Permohonan Pembiayaan. 
2. Fotocopy KTP. 
3. Fotocopy NPWP (untuk pembiayaan di atas Rp. 50.000.000,-). 
4. Fotocopy Kartu Identitas Pegawai (untuk pegawai). 
PersyaratanBNI Emas iB Hasanah: 
1. Berstatus sebagai pegawai aktif/profesional/pengusaha/lainnya. 
2. Usia minimal 21 tahun dan maksimal berusia 60 tahun (pensiun) 
pembiayaan harus lunas. 
3. Mempunyai penghasilan tetap dan kemampuan mengangsur. 
KeunggulanBNI Emas iB Hasanah: 
1. Objek pembiayaan berupa logam mulia yang bersertifikat PT 
ANTAM. 
2. Angsuran tetap setiap bulannya selama masa pembiayaan sampai 
dengan lunas. 
3. Biaya administrasi ringan sesuai ketentuan yang berlaku. 
4. Margin kompetitif. 






e. BNI CCF iB Hasanah 
CCF iB Hasanah adalah pembiayaan yang dijamin dengan agunan 
likuid, yaitu dijamin dengan Simpanan dalam bentuk Deposito, Giro, dan 
Tabungan yang diterbitkan BNI Syariah. 
Akad: Murabahah dan Ijarah Multijasa 
Persyaratan BNI CCF iB Hasanah: 
1. Warga Negara Indonesia. 
2. Mengisi Formulir Permohonan. 
3. Menyerahkan agunan atas nama berupa Deposito, Giro, dan/atau 
Tabungan BNI Syariah. 
Keunggulan BNI CCF iB Hasanah: 
1. Memberi kemudahan kepada nasabah yang mempunyai Simpanan 
Rupiah ataupun Valas USD untuk memperoleh pembiayaan dengan 
cara cepat. 
2. Maksimum pembiayaan sebesar 95% (untuk Simpanan Rupiah) dan 
60% (untuk Simpanan Valas USD) dari jumlah nominal 
Deposito/Tabungan/Giro atas nama yang dijaminkan. 
3. Pembayaran angsuran dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang BNI 
Syariah maupun BNI Konvensional. 
4. Maksimal jangka waktu selama 3 (tiga) tahun. 
f. BNI Fleksi Umrah iB Hasanah 
Pembiayaan konsumtif bagi anggota masyarakat untuk memenuhi 





Syariah yang telah bekerja sama dengan Travel Agent sesuai dengan 
prinsip syariah. 
Akad: Ijarah Multijasa 
Persyaratan BNI Fleksi Umrah iB Hasanah: 
1. Warga Negara Indonesia. 
2. Usia minimal 21 tahun dan maksimal berusia 60 tahun (pensiun) 
pembiayaan harus lunas. 
3. Memiliki penghasilan tetap dan mampu mengangsur. 
4. Melengkapi persyaratan dokumen yang ditentukan. 
Keunggulan BNI Fleksi Umrah iB Hasanah: 
1. Proses cepat dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip 
syariah. 
2. Dapat membiayai perjalanan ibadah umroh orang tua/mertua, 
suami/istri, dan anak-anak. 
3. Maksimum pembiayaan Rp. 200 juta. 
4. Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 3 tahun atau 5 tahun untuk 
Nasabah payroll BNI atau BNI Syariah. 
5. Tanpa agunan untuk nasabah payroll BNI Syariah. 
6. Uang muka ringan. 
7. Angsuran tetap tidak berubah sampai lunas. 
8. Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis atau 






3. Produk Jasa/Layanan 
Bank Notes 
Yang dimaksud Banknotes adalah uang kertas asing yang merupakan 
alat pembayaran yang sah di Negara Penerbit, namun merupakan “barang 
dagangan” di negara lain (termasuk Indonesia).
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Syarat Bank Notes: 
Mengisi formulir pembelian/penjualan banknotes di Kantor Cabang BNI 
Syariah 
Ketentuan Bank Notes: 
1. Bank Note yang dapat dipertukarkan mempunyai catatan kurs resmi dari 
Bank Indonesia, dan bukan uang logam. 
2. Banknote yang mempunyai pasaran kuat di Indonesia. 
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E. Job Description (Uraian – Uraian Tugas ) 
Dilihat dari struktur organsisa maka terdapat pembagian tugas, 
wewenang serta tanggung jawab yang di emban. Hal ini untuk memperlancar 
serta mempermudah jalannya pekerjaan dalam akktivitas perbanka sehari-hari. 
Adapun dari struktrur diatas dapat dijelaskan beberapa item penting 




1. Branch Manager 
Branch Manager bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kegiatan 
operasionl bank. Adapun tugas, wewenang serta tanggung jawab adlah 
sebagai berikut : 
a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional kartor cabang 
seperti: pengawasan, pengembangan usaha serta pendaya gunaan 
semua organisasi cabang untuk mencapai tingkat usah yang optimal, 
efektif serta efisien. 
b. Memastikan pencapaian target usaha cabang serta menetapkan upaya 
pengembangan kegiatan usaha. 
c. Mengkoordinir semua unit kerja, memberikan supervisi, motivasi 
serta dorongan bagi pegawai yang berada di bawahnya. 
d. Mengimplementasikan struktur organisasi, fungsi dan tugas setiap unit 
kerja cabang sesuai dengan pedoman serta Visi dan Misi PT. Bank 
BNI Syariah Kantor Cabng Pekanbaru. 
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e. Melakukan kegiatan pemupukan dana serta melakukan kegigiatan 
pemasaran pembiayaan. 
f. Selain yang disebutka diatas, masih banyak lagi tugas wewenang serta 
tanggung jawab yang harus di laksanakan. Yang intinya bahwa kepala 
cabang bertanggung jawab penuh atas semua kegiatan dikantor 
cabang.  
2. Business Manager 
Tugas-tugas Bisiness Manager : 
a. Meruuskan strategi pemasaran cabang 
b. Memastikan tercapainya target pembiayaan cabang.  
c. Memastikan tercapainya target pendanaan cabang.  
d. Memastikan tercapainya target fee based income cabang.  
e. Memastikan kelayakan nota analisa pembiayaan.  
f. Memastikan kualitas aktiva produktif dalam kondisi terkendali dan 
pelaksanaan pengawalan terhadap seluruh nasabah cabang.  
g. Memastikan penyelamatan seluruh pembiayaan bermasalah di cabang.  
h. Memastikan ketepatan pembiayaan seluruh kewajiban nasabah 
cabang.  







3. Manager Operational 
Tugas tugas Manager Operational : 
a. Membantu Pimpinan Cabang dalam mempersiapkan RKA dalam 
rangka mencapai target bisnis yang telah ditetapkan 
b. Mendukung Pinca dalam membina dan mengkoordinasikan unit-unit 
kerja di bawahnya untuk mencapai target yang telah ditetapkan, 
terutama yang terkait dengan bidang operasional dan pelayanan. 
c. Memfungsikan bawahannya dalam melaksanakan tugas pekerjaan 
sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan Pimpinan Cabang guna 
mewujudkan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi nasabahnya. 
d. Mengkoordinasi dan mengawasi semua bawahannya dalam rangka 
melaksanakan dan mencapai sasaran rencana kerja yang telah 
ditetapkan. 
e. Memastikan bahwa pengelolaan kas Kanca dan surat-surat berharga 
telah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjaga 
aset bank. 
f. Memastikan bahwa pelayanan kas, pelayanan dana jasa (termasuk 
devisa dan Surat Kredit Berjangka Dalam Negeri/SKBDN) dan 
pelayanan pinjaman serta kegiatan back office telah sesuai ketentuan 
guna menghindari resiko yang mungkin timbul. 
g. Memastikan bahwa semua keluhan nasabah atas pelayanan yang 





yang berlaku untuk mewujudkan kepuasan nasabah dengan tetap 
memperhatikan kepentingan bank. 
h. Melayani seluruh kebutuhan unit kerja di bawah Kanca/unit kerja 
lainnya dengan cara yang sebaik-baiknya sesuai denan ketentuan yang 
berlaku untuk mencapai kepuasan nasabah dan menjaga kepentingan 
bank. 
4. Recovery & Remedial Head 
Tugas tugas Recovery & Remedial Head : 
a. Melakukan pengumpulan kepada nasabah pembiayaan dengan 
kategori kolektibilitas 3,4,5 dan hapus buku ( HB ).  
b. Memproses usulan penyelamatan nasabah pembiayaan dengan 
kategori kolektibilitas 3,4,5  
c. Memproses usulan hapus buku nasabah pembiayaan dengan kategori 
kolektibilitas 3,4,5. 
5. Recovery & Remedial Assistant 
Tugas tugas Recovery & Remedial Assistant : 
a. Melakukan Collection kepada nasabah dengan kategori kolektibilitas 
3, 4, 5 dan hapus buku (HB).  
b. Memproses usulan penyelamatan nasabah pembiayaan dengan 
kategori kolektibilitas 3, 4, 5. 
c. Memproses usulan dan eksekusi penyelesaian nasabah dengan 





d. Memproses usulan hapus buku nasabah pembiayaan dengan 
kategorikolektibilitas 3, 4, 5. 
6. SME Financing Head 
Tugas tugasSME Financing Head : 
a. Memasarkan produk pembiayaan produktif ritel.  
b. Memproses permohonan pembiayaan produktif ritel  
c. Melakukan penilaian jaminan nasabah terkait proses permohonan 
pembiayaan produktif ritel.  
d. Mengelola pemantauan, melakukan collection dan memproses usulan 
pembiayaan produktif ritel dengan kategori krloktibilitas 1 dan 2  
e. Memproses pengalihan pengelolaan nasabah pembiayaan produktif 
kepada Recovery & Remedial Head sesuai ketentuan  
7. Consumer Sales Head 
Tugas tugas Consumer Sales Head : 
a. Meneliti permohonan kredit setelah perjanjian kredit dinyatakan 
efektif  
b. Mengawasi penggunaan kredit dan mengikuti perkembangan nasabah. 
c. Memonitor dan mengawasi terpenuhinya persyaratan-persyaratn 
dalam perjanjian kredit dan jaminan bank.  
d. Meneliti dan menilai laporan perkembangan perusahaan nasabah baik 
fisik maupun finansial.  






f. Melakukan usaha penagihan pembiayaan sesuai dengan perjanjian 
pembiayaan yang dilakukan dengan musyawarah maupun melalui  
g. badan penyelesain sengketa(BPS). 
h. Menyusun laporan-laporan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang 
berlaku. 
i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh pimpinan 
cabang. 
8. Sales Assistant 
Tugas tugasSales Assistant : 
a. Memasarkan produk dan jasa konsumer dan institusi/kerjasama 
lembaga.  
b. Memasarkan produk pembiayaan konsumer.  
c. Memproses verifikasi awal permohonan pembiayaan konsumen.  
d.  Memproses permohonan pembiayaan talangan haji. 
9. Consumer Processing Head 
Tugas tugas Consumer Processing Head : 
a. Melakukan verifikasi data dan kelengkapan dokumen permohonan 
pembiayaan konsumer.  
b. Melakukan penilaian jaminan nasabah terkait proses permohonan 
pembiayaan konsumer, jika cabang belum mengikuti aktivitas setara 
transaksi. 
c. Memproses permohonan pembiayaan konsumer melalui aplikasi 





d. Mengajukan keputusan atas pembiayaan konsumer yang telah 
diproses. 
e. Melakukan pemeriksaan data sistem informasi debitur untuk 
pembiayaan produktif dan konsumer. 
10. Collection Assistant 
Tugas tugasCollection Assistant : 
a. Melakukan collection dan memproses usulan penyelamatan 
pembiayaan konsumerdengan kategori kolektibilitas 1 dan 2, termasuk 
atas nasabah non skoring agunan likuid.  
b. Memproses pengalihan pengelolaan nasabah pembiayaan konsumer 
kepada recovery dan remedial head sesuai ketenntuan berlaku. 
11. Customer Service Head  
Tugas tugas Customer Service Head : 
a. Melayani informasi mengenai produk jasa dalam negeri dan luar 
negeri  
b. Melayani semua jenis transaksi kas/tunai dan pemindahan  
c. Mengelola kas besar dan Melayani kegiatan eksternal payment point, 
kontrol kas, kas mobil dan CAPEM (Cabang Pembantu)  
d. Mengelola transaksi giro, tabungan, deposito dan lain-lain  
e. Melayani nasabah inti dan nasabah yang menggunakan jasa-jasa bank 
yang hanya pada waktu transaksi saja atau pada waktu jatuh tempo 
sesuai kesepakatan dengan artian hanya satu kali transaksi saja 





12. Teller  
Teller kantor cabang adalah unit yang bertanggung jawab atas 
transaksi uang tunai maupun non tunai yang terjadi pada kantor cabang. 
Teller memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai berikut :  
a. Menerima setoran dari nasabah (baik tunai maupun non tunai), 
kemudian melakukanposting di sistem komputer bank. 
b. Melakukan pembayaran tunai kepada nasabah yang bertransaksi tunai 
di counter bank, dan melakukan posting di sistem komputer bank.  
c. Menjadi gerbang awal pengamanan bank dalam mencegah peredaran 
uang dan warkat (cek atau bilyet giro) palsu.  
d. Menjalankan fungsi tag on dalam cross selling produk. 
e.  Bertanggung jawab terhadap kesesuaian antara jumlah kas 
13. Customer Service  
Customer Service adalah unit yang disediakan untuk melayani kebutuhan 
dan memberikan kepuasan kepada nasabah yang biasanya meliputi 
menjawab pertanyaan-pertanyaan atau memberikan informasi dan 
penanganan keluhankeluhan yang berhubungan dengan produk dan 
pelayanan yang ditawarkan bank kepada nasabah. Customer Service 
memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:  
a. Melayani pembukaan rekening tabungan, giro dan deposito dalam 
negeri. 
b. Melayani pembelian buku cek dan atau bilyet giro oleh nasabah.  





d. Melayani pembukaan dan penutupan kartu ATM.  
e. Melayani permohonan transaksi jasa dalam negeri. 
f. Melayani keluhan nasabah. 
14. Operational Head 
Tugas tugas Operational Head : 
a. Mengelola langsung pegawai di unit administrasi domestik dan kliring 
danmelaksanakan kegiatan meliputi: Mengelola transaksi kliring 
termasuk KU/inkaso dalam negeri, Melaksanakan entry transaksi 
keuangan secara kliring/pemindahan ke dalam sistem, Mengelola 
daftar hitam/nasabah penarik cek kosong, Mengelola komunikasi 
cabang, Menyelesaikan transaksi daftar pos terbuka (DPT) rupiah. 
b.  Mendukung dan mensupport berjalannya program-program 
peningkatan   budaya pelayanan (service culture enhancement). 
15. Financing support Assistant 
Tugas tugas Financing support Assistant : 
a. Mengelola proses administrasi pembiayaan (akad, pengikatan, skp, 
ceklist, asuransi, dokumen to be obtained, dll)  
b. Memproses transaksi pencairan pembiayaan pendebetan angsuran dan 
pelunasan 
c. Mengelola rekening pembiayaan termasuk perubahan data rekening 
dan jaminan. 






e. Mengelola laporan kepada regulator terkait data debitur - Mengelola 
hubungan dengan notaris  
16. Operational assistant 
Tugas tugas Operational assistant : 
a. Melakukan pembukuan transaksi cabang.  
b. Memproses transaksi kliring.  
c. Mengelola daftar hitam nasabah.  
d. Menyelesaikan daftar pos terbuka.  
e. Memproses pembukuan garansi bank,L/C,dan SKBDN. - 
Melaksanakan fungsi financing support assistant apabila dibutuhkan 
17. General Affairs Head 
Tugas tugas General Affairs Head : 
a. Bertanggung jawab atas penyimpanan, penyusunan, keberadaan serta 
kerapian dokumen transaksi harian tersebut.  
b. Membuat dan melaporkan data-data karyawan sehubung data payroll 
(BUMT, hak cuti, lembur dll) serta perubahan data karyawan, 
terutama yang berhungan dengan personil file.  
c. Melayani kebutuhan karyawan dalam reimbursement kesehatan, uang, 
makanan, transport dan lembur.  
d. Membuat administrasi kebutuhan karyawan dalam hal mengambil cuti 
reguler maupun tahunan dan mengatur jadwal cuti sehingga tidak 





e. Melayani perjuangan dinas karyawan dalam hal yang berhubungan 
dengan biaya perjalanan dinas karyawan. 
f. Membuat surat memo, dan mengirimkan untuk kepentingan cabang 
yang berhubungan langsung dengan pimpinan cabang dan manager 
operasi. 
g. Memfile surat, memo keluar dan masuk 
h. Melaksanakan tugas rekrutment apabila dibutuhkan penambahan 
karyawan. 
i. Mengurus pembayaran dan pelaporan PPH pasal 21 karyawan ke 
kantor pelayanan pajak. 
j. Memelihara dan menjaga kerahasian perusahaan dan karyawan. 
k. Menjalin instruksi lain dari atasan dengan baik. 
l. Melakukan cash count terhadap uang tunai yang berada di teller 
maupun di khasanah minimal sebulan sekali.  
m. Melakukan cash count petty cash periksaan rutin meterai temple 
sebulan sekali.  
n. Bertanggung jawab atas percetakan cek dan BG yang diminta bagian 
CS. 
o. Membina suasana kerja yang harmonis dan kondusif yang mendukung 
pencapaian target Bank BNI Syariah cabang.  
p. Mengadministrasikan statement rekening giro nasabah dan memantau 







Security adalah unit paling depan sebuah perusahan yang pertama kali 
bertemu nasabah sekaligus menjadi pintu pertama pelayanan terhadap 
nasabah yang akan melakukan suatu kebutuhan transaksi di bank. 
Security memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai berikut:  
a. Menjaga situasi dan kondisi bank agar tetap aman dan nyaman bagi 
nasabah. 
b. Menjaga kelancaran dan ketertiban aktivitas di dalam bank.  
c. Membantu nasabah yang butuh akan informasi umum 
berkisarkebutuhan transaksi yang akan dilakukan nasabah.  
d. Membantu mengarahkan nasabah ke bagian yang sesuai dengan 
kebutuhan transaksinya. 
19. Office Boy 
Office Boy merupakan supporting yang memberikan pelayanan, baik 
kepada pegawai juga pada nasabah. Office Boy termasuk bagian yang 
terpenting di sebuah perusahaan, meskipun terletak pada hierarki tapi 
pengaruh nya terasa pada semua bagian yang ada pada sebuah 
perusahaan. Tugas dan tanggung jawab office boy adalah : 
a. Menjaga kebersihan kantor. 
b. Menjaga kelengkapan dan peralatan kantor. 
c. Membantu pegawai ketika di butuhkan. 
d. Mobilitas dalam hal pembelian peralatan dan perlengkapan kantor. 






Driver berfumgsi untuk mobilitas, tugas dan tanggung jawab yaitu : 
a. Menunjang kelancaran transportasi yang diperlukan kantor. 
b. Mengurus dan merawat mobil agar tetap bersih dan siap pakai. 





















TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN TAKE OVER 
 
A. Pengertian Pembiayaan  
Sebagai lembaga intermediary, Bank telah melakukan fungsi 
penghimpunan dana (funding) menjadi kewajiban Bank pula untuk 
menyalurkan dan yang telah terkumpul dalam bentuk pembiayaan (financing) 
kepada unit yang membutuhkan dana. Pembiayaan dalam bentuk Undang – 
Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 20008 tentang Perbankan syariah 
didefenisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan 
dengan itu berupa: 
a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudhorobah dan musyarakah. 
b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam 
bentuk ijarah muntahiya bintamlik. 
c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan 
istisna. 
d. Transaksi pinjam meminjam dalambentuk piutang qord dan 
e. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah untuk transaksi 
multijasa. 
Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank / unit usaha 
syariah dalam pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai / diberi 







tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.
26
 Kata 
pembiayaan berasal dari kata “biaya” yang berarti mengeluarkan dana untuk 
keperluan sesuatu, sedangkan pembiayaan adalah menyediakan uang atau 
tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau 




Pembiayaan juga berarti kepercayaan (trust) maksudnya Bank atau 
lembaga keuangan syariah menaruh kepercayaan kepada seseorang atau 
perusahaan untuk melaksanakan amanah yang diberikan berupa pemberian 
dana dan mengelolanya dengan benar, adil dan disertai ikatan dan syarat-
syarat yang jelas dan saling menguntunkan kedua belah pihak.
28
 Sebagaimana 
firman Allah dalam Q.S An-Nisa‟ (4): 29. 
َُُْٛكْى ثِبْنجَبِطِم إاِلَّ  انَُكْى ثَ َٕ ٍَ آَيُُْٕا الَ تَأُْكهُْٕا أَْي ُُكْى  َٚب أََُّٚٓب انَِّزٚ ٌَ تَِجبَسحً َعٍ تََشاٍض يِّ أٌَ تَُكٕ
ب ً ٌَ ثُِكْى َسِحٛ ٌَّ ّللّاَ َكب الَ تَْقتُهُْٕا أََفَُسُكْى إِ َٔ ﴿٩٢﴾ 
Artinya :  Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka 
diantar kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, 





B. Jenis-Jenis Pembiayaan  
Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah, secara garis besar 
produk pembiayaan syariah terbagi kedalam empat macam, yaitu prinsip jual 
beli, prinsip sewa, prinsip bagi hasil, dan pembiayaan akad pelengkap. 
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1. Prinsip Jual Beli   
Prisip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya 
perpindahan kepemilikan barang atau benda (transfer of property) tingkat 
keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang 
yang dijual.
30
 Landasan diperbolehkan jual beli terdapat dalam Q.S Al-
Baqarah (2) 275. 
ًَسِِّّۗ رٰ  ٍَ اْن ٍُ ِي ْٰٛط ْ٘ َٚتََخجَّطُُّ انشَّ ُو انَِّز ْٕ ب َٚقُ ًَ ٌَ ااِلَّ َك ْٕ ُي ْٕ ٰثٕا اَل َٚقُ ٌَ انشِّ ْٕ ٍَ َٚأُْكهُ ْٚ ا اَنَِّز  ْٕ َبنُ ُْى  َ ثِبَََّٓ نِ
اََحمَّ  َٔ ٰثٕۘا  ُْٛع ِيْثُم انشِّ ب اْنجَ ًَ ّٗ َيب اََِّ ٗ فَهَ ٰٓ َْتَ ّٖ فَب ثِّ ٍْ سَّ ِعظَخٌ يِّ ْٕ ِٗ َي ٍْ َجۤبَء ًَ ٰثٕاِّۗ فَ َو انشِّ َحشَّ َٔ َْٛع  ُ اْنجَ
ّللّاٰ
 ٌَ ْٔ َْٛٓب ٰخهُِذ َ اَْصٰحُت انَُّبِس ۚ ُْْى فِ ى ِ
ۤ
ٍْ َعبَد فَبُٰٔن َي َٔ  ِّۗ ِ
ِٗ  اِنَٗ ّللّاٰ اَْيُش َٔ َسهََفِّۗ 
31
 
Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri 
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan 
karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata 
bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah 
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 
Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia 
berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu 
menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. 
Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni 




Dalam peratek pada Bank syariah pembiayaan dengan skim jual beli 
dibagi menjadi tiga macam, yaitu : 
a. Pembiayaan Murabahah 
Menurut bahasa, murabaha berasal dari kata ribhu, yang artinya 
keuntungan.
33
 Sebagaimana yang telah di kutip Dimyauddin di dalam 
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bukunya murabaha menurut Ibnu Rusy Al Maliki adalah jual beli 
komoditas dimana penjual memberikan informasi kepada pembeli 
tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat keuntungan yang 
diinginkan
34
Menurut Fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2000, 
murabahah merupakan menjual suatu barang dengan menegasakan 
harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan 
harga yang lebih sebagai laba.
35
  
Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan 
murabaha didefenisikan sebagai akad jual beli barang dengan 
menyarakan harga pokok dan keuntungan (margin) yang telah 
disepakati. Karna keuntungan disepakati, maka karasteristik 
murabahah adalah sipenjual harus memberitahukan kepada pembeli 
harga pembelian atau harga pokok barang dan menyatakan jumlah 
keuntungan pada biaya tersebut.
36
 
b. Pembiayaan salam 
Pembiayaan salam menurut defenisi para fuqaha adalah jual beli 
barang tidak tunai dengan pembayaran tunai, Wahbah Az-Zuhaili 
menjelaskan maksud dari slam adalah jual beli suatu barang secara 
tangguh, hanya sifat-sifatnya saja yang disebutkan ketik akad. 
Penyerahan baranganya di waktu yang akan datang, nanum 
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Apabila ternyata nantinya barang yang diserahkan tidak sesuai 
yang dengan spesifikasi yang ditentukan diawal, maka pihak penjual 
harus bertanggung jawab dengan cara menyediakan barang sejenis 
yang sesuai dengan spesifikasi atau pengembalian seluruh uang yang 
telah diterima.
38
 Hal ini diperbolehkannya transaksi salam diatur 




c. Pembiayaan Istishna  
   Istishna‟ secara bahasa minta dibuatkan. Secara terminlogi 
berarti suatu kontrak jual beli antara pembeli dengan penjual dimana 
pembeli memesan barang dengan kriteria yang jelas, harga yang telah 
disepakati dan pembayaran secara bertahap (cicilan) atau 
ditangguhkan sampai waktu pada masa yang akan datang. Menurut Az 
Zuhaily, ba‟i istishna ialah kontrak penjualan antara penjual dan 
pembeli dengan cara pemesanan pembuatan barang seperti bangunan, 
rumah, ruko, pakaian, sepatu, jalan raya dan lain-lain.
40
 Hal ini 
diperbolehkannya transaksi jual beli istishna berdasarkan Fatwa DSN-








 Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 30. 
39
  Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam. 
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2. Prinsip Sewa 
Ijarah (sewa) adalah transaksi penukaran antara „ayn yang 
berbentuk jasa atau dayn yang berbentuk uang. Dalam istilah lain, 
ijarah dapat didefenisikan sebagai akad pemindahan hak guna atas 
suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran 
sewa/upah, tanpa diikuti pemindahan barang. Bagi yang menyewakan, 
wajib mempersiapkan barang atau jasa yang disewa dan bagi yang 
menyewa barang atau jasa, maka wajib baginya memelihara barang 
yang disewakan.
42
 Hal ini diperbolehkannya transaksi salam diatur 
dalam keputusan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
pembiayaan ijarah.  
Selain ijarah, dikenal juga Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT), 
adalah transaksi sewa menyewa barang antara Bank dengan penyewa 
yang diikuti janji bahwa pada saat yang ditentukan kepemilikan 
barang sewaan akan berpindah kepada penyewa pihak yang 
melakukan Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) harus melakukan akad 
ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan baik dengan 
jual beli pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah 
selesai. Menurut fatwa DSN MUI. Hal ini diperbolehkannya transaksi 
salam diatur dalam keputusan Fatwa DSN-MUI No 27/DSN-
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3. Prinsip Bagi Hasil 
Pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil ini bertujuan untuk 
memenuhi kepentingan nasabah akad modal atau tambahan modal 
untuk melaksanakan suatu usaha yang produktif, adapun produk 
pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil yaitu : 
a. Pembiayaan Mudharabah 
Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak 
pemilik modal (shahibul mal) dengan pengelola (mudharib) dalam 
suatu bisnis yang halal dan produktif dengan perjanjian keuntungan 
berdasarkan nisbah, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh 
pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian 
sipengelola dan jika kerugian itu   diakibatkan karena kecurangan 




b. Pembiayaan Musyarakah 
Beberapa pengertian musyarokah secara terminolongi yang 
disampaikan oleh ahli fikih mazhab empat adalah berikut: Menurut 
ahli fiqih hanafiyah musyarokah adalah akad antara pihak-pihak 
yang bersifat dalam hal modal dan keuntungan. Menurut ahli fiqih 
malikyah musyarokah adalah kebolehan (izin) bertasarruf bagi 
masing-masing pihak yang berserikat. Menurut ahli fiqih syafi‟ 
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iyyah musyarokah adalah berlakunya hak atau sesuatu bagi dua 
pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.
45
 
Musyarakah adalah akad kerja sama antara pemilik modal 
yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari 
keuntungan. Dalam musyarakah mitra bank sama-sama 
menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik 
yang sudah berjalan maupun yang baru. Pembiayaan dapat 
diberikan dalam bentuk kas,setara kas, atau aktiva non kas 




Kegiatan jasa Bank syariah merupakan salah satu sektor 
pendapatan yang pada saat ini banyak dikembangkan. Sebagai produk 
dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang serba instan. 
Mulai dari produk yang bersifat tradisional sampai kepada penciptaan 
produk-produk baru, produk yang dihadirkan oleh masing-masing 
perbankan dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik sehingga 
memudahkan nasabahnya dalam melakukan kegiatan perekonomian. 
Dengan memberikan pelayanan jasa, Bank-Bank akan memperoleh 
pendapatan (fee based income), pelayanan jasa ini antara lain: 
a. Wakalah (Perwakilan) 
Wakalah atau wikalah yang berarti penyerahan, akad 
wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (muwakkil) 
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kepada pihak lain (wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. 
Bolehnya transaksi wakalah telah ditetapkan oleh Fatwa DSN MUI 
No. 10/DSN-MUI/IV/2000. 
b. Kafalah (Garansi Bank) 
Kafalah disebut juga Al-Dhaman artinya, menggabungkan 
jaminan, dan tanggungan
47
. Kafalah adalah akad pemberian 
jaminan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain dimana 
pihak pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran suatu 
hutang yang menjadi hak penerima jaminan. Bolehnya kafalah 
telah ditetapkan oleh Fatwa DSN MUI No.11/DSN- MUI/IV/2000. 
c. Hiwalah (Alih Utang Piutang) 
Hiwalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang 
kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah islam 
merupakan pemindahan beban utang daru muhil (dari orang yang 
berutang) menjadi tangguhan muhal „alaih atau orang yang 
berkewajiban membayar hutang.
48
 Bolehnya hiwalah telah di 
tetapkan oleh Fatwa DSN MUI No. 12/DSN-MUI/IV/2000. 
d. Qardh (Utang Piutang) 
Secara etimologis qardh merupakan bentuk mandar dari 
qaradha asy-syai‟-yaqridhu, adapun secara qardh terminologis 
memberikan harta pada orang yang akan memanfaatkannya dan 
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mengembalikan gantinya dikemudian hari.
49
 Qardh adalah suatu 
pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban soasial 
seemata-mata.
50
 Bolenya qardh telah ditetapkan oleh Fatwa DSN 
MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001. 
e. Rahn (Gadai) 
Rahn secara bahasa berarti al-tsubut (penetapan) dan dalam 
hokum positif Indonesia adalah jaminan, agunan, tanggungan, 
gadai.
51
 Rahan adalah transaksi penyerahan barang/harta (marhun) 
dari nasabah (murtahin) sebagai jaminan sebagian barang atau 
seluruh hutang atau yang biasa dikenal gadai, bolehnya rahn telah 
ditetapkan oleh fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2000. 
f. Syarf (Penukaran Valuta Asing) 
Sharf adalah transaksi jual beli suatu valuta dengan valuta 
lainnya. Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan 
prinsip sharf, sepanjang dilakukan pada waktu yang sama dan 
Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing.
52
 Pada 
prinsipnya jual beli valuta asing yang sejalan dengan prinsip 
syariah adalah apabila yang dipertukarkan adalah mata uang yang 
sama, maka nilai mata uang yang asing tersebut harus sama dan 
penyerahannya juga dilakukan pada waktu yang sama (spot). 
Sedangkan apabila yang dipertukarkan adalah mata uang yang 
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berbeda maka nilai tukar uang tersebut ditentukan berdasarkan 
kesepakatan atau harga pasar dan diserahterimakan secara tunai 
(spot).
53
Bolehnya sharf telah ditetapkan oleh Fatwa DSN MUI No. 
28/DSN-MUI/III/2002. 
 
C. Pengertian Pembiayaan Take Over 
Take Over terdiri dari dua suku kata yang berasal dari Bahasa Inggris 
take dan over. Take mempunyai arti mengambil sedangkan over diartikan 
dengan pengalihan. Jadi dapat diartikan pengertian take over dalam kamus 
Inggris-Indonesia yang berarti mengambil alih. Take over (pengalihan hutang) 
merupakan pemindahan hutang nasabah dari Bank/lembaga keuangan 
konvensional ke Bank/lembaga keuangan syariah dan atau dari Bank/lembaga 
keuangan syariah ke Bank/lembaga keuangan syariah lainnya. Berdasarkan 
pengambilan hutang biasa dilakukan dari Bank konvensional dipindah ke 
Bank syariah dan dari Bank syariah ke Bank syariah lainnya.
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Pembiayaan berdasarkan take over salah satu bentuk jasa pelayanan 
keuangan Bank syariah adalah membantu masyarakat untuk mengalihkan 
transaksi nonsyariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan 
syariah. Dalam hal ini, atas permintaan nasabah, bank syariah melakukan 
pengambil alihan hutang nasabah di bank konvensional dengan cara 
memberikan hiwalah atau dapat juga menggunakan qard, disesuaikan dengan 
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ada atau tidaknya unsur bunga dalam dalam hutang nasabah kepada bank 
konvensional. 
Setelah nasbah melunasi kewajibannya kepada Bank konvensional, 
transaksi yang terjadi adalah transaksi antra nasabah dengan Bank syariah. 
Dengan demikian, yang dimaksud dengan pembiayaan berdasarkan take over 
transaksi nonsyariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh Bank syariah 
atas permintaan nasabah.
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 Pengalihan hutang dari Perbankan konvensional ke 




Kegiatan jual beli ada kalanya tidak dilakukan pembayaran secara 
tunai melaikan secara hutang, orang yang berhutang memindahkan 
tangguhannya kepada orang lain dan orang tersebut menerima dengan baik 
maka orang tersebut sudah terlepas dari tanggung jawab hutangnya dengan 
demikian diketahui secara pasti agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. 
Rasulullah SAW mengajarkan kepada orang yang mengutangkan, jika orang 
yang berhutang menghawalahkan kepada orang yang mampu hendaklah ia 




Menanggung hutang diperboleh kan, asal sudah di ketahui jumlahnya 
orang mempunyai piutang harus mencari orang yang menanggung dan orang 
yang ditanggung dalam islam take over (pengalihan hutang), diperbolehkan 
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berdasarkan Al-Qur‟an dan As-Sunnah, adapun dalil Al- Qur‟an yang 
memperbolehkan take over terdapat dalam  Al-Qur‟an surah Al- Maidah ayat 
2 yang berbunyi : 
 َٔ َْٓش ٱْنَحَشاَو  اَل ٱنشَّ َٔ  ِ ئَِش ٱَّللَّ
ٍَ َءاَيُُٕ۟ا اَل تُِحهُّٕ۟ا َشَعٰ  َب ٱنَِّزٚ َْٛت َٰٚ أَُّٚٓ ٍَ ٱْنجَ ٛ اَل  َءا يِّ َٔ ئَِذ 
اَل ٱْنقَهَٰ  َٔ  َٖ اَل ٱْنَْٓذ
 ٌُ ـ َب اَل َْٚجِشَيَُُّكْى َشَُ َٔ إَِرا َحهَْهتُْى فَٲْصطَبُدٔ۟ا  َٔ ًَب  َٰٕ ِسْض َٔ ِْٓى  ثِّ ٍ سَّ ٌَ فَْضًًل يِّ ٍو أٌَ  ٱْنَحَشاَو َْٚجتَُغٕ ْٕ َ
 َٔ ْسِجِذ ٱْنَحَشاِو أٌَ تَْعتَُذٔ۟ا  ًَ ٍِ ٱْن ُٔكْى َع ْثِى َصذُّ َُٕ۟ا َعهَٗ ٱْْلِ َٔ اَل تََعب َٔ  ٰٖ َٕ ٱنتَّْق َٔ َُٕ۟ا َعهَٗ ٱْنجِشِّ  َٔ تََعب
َ َشِذُٚذ ٱْنِعقَبة ٌَّ ٱَّللَّ َ إِ ٱتَّقُٕ۟ا ٱَّللَّ َٔ  ٌِ َٰٔ ٱْنُعْذ َٔ ِ
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar 
syiar-syiar Allah dan jangan  melanggar kehormatan bulan-bulan 
haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadya, dan 
binatang-binatang qala‟id, dan jangan (pula) mengganggu orang-
orang yang mengunjungi Baitullah, sedang mencari karunia dan 
keridaan dari Tuhannya, dan apabila kamu telah menyelesaikan 
ibadah hajimaka bolehlah berburu. Dan janganlah sesekali 
kebencianmu kepada sesuatu kaum karna mereka menghalang-
halangi kamu dari Masjidil Hram, mendorongmu berbuat aniaya 
kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam 
mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong 
dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu 
kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksanya. 
 
D. Rukun dan Syarat Pembiayaan Take Over dan Hiwalah 
1) Rukun Hiwalah  
Hiwalah memiliki rukun-rukun yang menjadi landasannya. Setiap 
rukun tersebut tentunya memiliki syarat-syarat yang terkait. Berikut adalah 
rukun-rukun hiwalah beserta syarat-syarat terkaitnya:  
a) Muhil (orang yang berhutang dan berpiutang) Muhil adalah orang 
yang berutang (debitor) yang memindahklan utangnya kepada orang 
lain. Muhil haruslah orang yang mampu berakad, yaitu orang ynag 
sudah baligh. Hiwalah  tidak sah jika berasal dari orang gila atau anak 
                                                             





kecil yang belum bisa berfikir. Mereka termasuk dalam golongan 
orang yang tidak berakal.padahal, Berakal adalah syarat sah untuk 
melakukan berbagai pemanfaatan harta. Mazhab Hanafi 
memperbolehkan hiwalah  yang dilakukan oleh anak kecil yang sudah 
bisa berpikir jika diizinkan oleh walinya atau jika akad tersebut sudah 
terjadi sebelumnya. Namun, Mazhab Syafi‟I melarangnya.  
b) Muhal (orang yang berpiutang kepada muhil) Muhal adalah orang 
yang member pinjaman (kreditor) yang utangnya dipindahkan untuk 
dilunasi oleh orang lain yang bukan peminjamnya atau orang yang 
memberi pinjaman kepada muhil yang memindahkan utangnya untuk 
dilunasi oleh orang lain. Muhal harus orang yang sudah cakap untuk 
berakad, yaitu berakal. Qabul dari muhal  termasuk rukun akad 
hiwalah. Orang yang tidak berakal tidak akan dapat melakukan qabul. 
Dipersyaratkan pula bahwa ia sudah baligh. Ini menurut pendapat 
Mazhab Syafi‟i.sebaliknya, Mazhab Hanafi berpendapat bahwa baligh 
adalah syarat pelaksanaan bukan syarat sahnya.Jika anak kecil yang 
sudah bisa berpikir menerima hiwalah, qabul yang dilakukan adalah 
sah.Akan tetapi, pelaksanaannya bergantung pada izin dari walinya 
karena dalam hiwalah terdapat unsur mu‟awadhah (transaksi).Menurut 
mereka, transaksi sah dengan izin wali dan boleh dilakukan atas 
persetujuan wali.  
c) Muhal „Alaih (orang yang berhutang kepada muhil dan wajib 





harus melunasi utang kepada muhal. Muhal „alaih adalah orang yang 
sudah baligh. Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi‟I sepakat atas hal ini. 
Hiwalah tidak sah dilakukan oleh orang gila dan anak kecil, sekalipun 
ia sudah bisa berpikir. Hal ini karena kewajiban melunasi utang 
merupakan bagian dari tabbaru‟ (berbuat baik), sedangkan orang yang 
belum baligh tidak sah ber-tabbaru‟.Oleh karena itu, menurut ulama 
Mazhab Hanafi, balighnya muhal „alaih adalah syarat sah, bukan syarat 
pelaksanaan hiwalah sebagaimana dalam persyaratan muhil dan muhal.  
d) Muhal Bih (hutang muhil kepada muhal) Muhal bih adalah hak muhal 
yang harus dilunasi oleh muhil.Namun kewajiban (untuk melunasi) 
hak itu, kemudian dia lihkan oleh muhil kepada muhal „alaih.Syarat 
muhal bih  adalah sebagai berikut:  
1) Berupa utang. Hiwalah tidak sah dalam bentuk benda-benda 
berwujud karena hiwalah merupakan pengalihan hukum. Akad ini 
mengalihkanutang yang berada dalam suatu tanggungan ke tanggungan 
orang lain. Pengalihan benda-benda berwujd merupakan pengalihan 
hakiki, bukan pengalihan hukum. Barang-barang berwujud bukan 
sesuatu yang “berada dalam  tanggungan kewajiban”. Oleh sebab 
itu, tidak ada hiwalah padanya.  
2) Utang tersebut bersifat tetap, seperti harga (yang harus dibayar) 
setekah barang diserahkan dan masa khiyar telah habis. Boleh juga 
menuju sifat yang tetap, seperti harga sudah disepakati, namun 





tetap setelah habis masa khiyar. Ini adalah pendapat yang paling 
kuat dalam Mazhab Syafi‟i.  
e) Sighat (ijab qabul).   
Ijab adalah ucapan muhil.Misalnya, “saya alihkan kepadamu 
kewajiban (untuk membayar utang) kepada si fulan”.Qabul adalah 
ucapan muhal, misalnya “saya  terima” ijab dan qobul harus dilakukan 
ditempat akad. 
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 Rukun hiwalah menurut Hanafiyah yaitu ijab dari 
orang yang memindahkan (al-muhil) dan qabul dari orang yang 
dipindahkan (almuhal) dan yang dipindahi utang (al-muhal „alaih). 
Sedangkan menurut Malikiyah rukun hiwalah ada empat, yaitu:  
a) Muhil (orang yang memindahkan)  
b) Muhal bih  
c) Muhal „alaih (orang yang dipindahi hutang)  
d) Shighat                                                     
Syafiiyah dan Hanabilah menambahkan dua rukun lagi, yaitu dua 
utang, utang muhal kepada muhil, dan utang muhil kepada muhal 
„alaih.  
2) Syarat Hiwalah  
Hiwalah dianggap sah apabila memenuhi persyaratanpersyaratan 
yang adakalanya berkaitan dengan muhil,muhal, muhal „alaih, shighat, 
maupun hutang itu sendiri. Menurut semua Imam Mazhab (Hanafi, Maliki, 
Syafi‟i dan Hanbali) berpendapat, bahwa hiwalah menjadi sah, apabila 
                                                             






sudah terpenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan pihak pertama, kedua 
dan ketiga serta yang berkaitan dengan hutang itu.  
a) Syarat bagi pihak pertama (muhil):  
(1) Cakap melakukan hukum, dalam bentuk akad, yaitu baliqh dan 
berakal. Maka, tidak sah hiwalah nya orang gila atau anak kecil. (2) 
Adanya persetujuan (ridha). Jika pihak pertama dipaksa untuk 
melakukan hiwalah, maka akad tersebut tidak sah. Persyaratan ini 
berdasarkan pertimbangan bahwa sebagian orang merasa keberatan 
dan terhina harga dirinya jika kewajibannya untuk membayar utang 
dialihkan kepada pihak lain, meskipun pihak lain itu memang 
berutang padanya. 
b) Syarat bagi pihak kedua (muhal):  
(1)  Cakap melakukan tindakan hukum, yaitu baliqh dan berakal.  
(2)  Disyaratkan ada persetujuan dari pihak kedua terhadap pihak 
pertama yang melakukan hiwalah (Mazhab Hanafi, sebagian 
besar Mazhab Maliki dan Syafi‟i). Persyaratan ini berdasarkan 
pertimbangan bahwa kebiasaan orang dalam membayar utang 
berbeda-beda, ada yang mudah dan ada yang sulit membayarnya, 
sedangkan menerima pelunasan utang itu merupakan hak pihak 
kedua. Jika perbuatan hiwalah  dilakukan secara sepihak saja, 
pihak kedua dapat saja merasa dirugikan, misalnya apabila 






c) Syarat bagi pihak ketiga (muhal „alaih):  
(1)  Cakap melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, sebagai 
syarat bagi pihak pertama dan kedua.  
(2) Disyaratkan ada pernyataan persetujuan dari pihak ketiga (Mazhab 
Hanafi). Sedangkan Mazhab lainnya (Maliki, Syafi‟i dan 
Hanbali) tidak mensyaratkan hal ini. Sebab dalam akad hiwalah 
pihak ketiga dipandang sebagai objek akad. Dengan demikian 
persetujuannya tidak merupakan syarat sah hiwalah.                                                               
(3) Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani 
menambahkan, bahwa kabul tersebut, dilakukan dengan sempurna 
oleh pihak ketiga di dalam suatu majlis akad. 
d)  Syarat yang diperlukan terhadap hutang yang dialihkan (muhal bih): (1) 
Sesuatu yang dialihkan itu adalah sesuatu yang sudah dalam bentuk 
hutang piutang yang sudah pasti. Jika yang dialihkan itu belum 
merupakan utang piutang yang pasti, misalnya mengalihkan utang yang 
timbul akibat jual beli yang masih berada dalam masa khiar (masa yang 
dimiliki pihak penjual dan pembeli untuk mempertimbangkan apakah 
akad jual beli dilanjutkan atau dibatalkan), maka hiwalah tidak sah. (2) 
Apabila pengalihan hutang itu dalam bentuk hiwalah almuqayyadah 
semua ulama fikih sepakat menyatakan, bahwa baik hutang pihak 
pertama kepada pihak kedua maupun hutang pihak ketiga kepada pihak 
pertama mesti sama jumlah dan kualitasnya. Jika antara kedua hutang 
tersebut terdapat perbedaan jumlah (hutang dalam bentuk uang), atau 





sah. Tetapi apabila pengalihan itu dalam bentuk hiwalah almuthlaqah 
(Mazhab Hanafi), maka kedua hutang tersebut tidak mesti sama, baik 
jumlah maupun kualitasnya. (3) Mazhab Syafi‟i menambahkan, bahwa 
kedua hutang tersebut mesti sama pula, waktu jatuh temponya. Jika 
tidak sama, maka tidak sah.(4) Stabilnya hutang, jika penghiwalahan itu 
kepada pegawai yang gajinya belum dibayar, maka hiwalah tidak 
sah.Artinya apabila penghiwalahan diberikan kepada seseorang yang 
tidak mampu membayar utang adalah batal.  
e)  Syarat Shighat (Ijab dan Qabul): Ijab adalah ucapan muhil, misalnya 
“saya alihkan kepadamu kewajiban (untuk membayar utang) kepada si 
fulan”. Qabul adalah ucapan mual, misalnya “saya terima” atau “saya 




E. Sumber Hukum Pembiayaan Take Over 
Rasulullah SAW mengajarkan kepada orang yang mengutangkan, jika 
orang yang berhutang menghawalahkan kepada orang yang mampu hendaklah 
ia menerima hawalah tersebut dan hendaklah iya menagih orang yang 
menghawalahkan.
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 Menanggung hutang diperboleh kan, asal sudah di ketahui 
jumlahnya orang mempunyai piutang harus mencari orang yang menanggung 
dan orang yang ditanggung dalam Islam take over (pengalihan hutang), 
diperbolehkan berdasarkan Al-Qur‟an dan As-Sunnah, adapun dalil Al- 
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Qur‟an yang memperbolehkan take over terdapat dalam  Al-Qur‟an surah Al- 
Maidah ayat 2 yang berbunyi : 
 
اَل ٱْنقَهَٰ  َٔ  َٖ اَل ٱْنَْٓذ َٔ َْٓش ٱْنَحَشاَو  اَل ٱنشَّ َٔ  ِ ئَِش ٱَّللَّ
ٍَ َءاَيُُٕ۟ا اَل تُِحهُّٕ۟ا َشَعٰ  َب ٱنَِّزٚ َْٛت ٱْنَحَشاَو َٰٚ أَُّٚٓ ٍَ ٱْنجَ ٛ اَل  َءا يِّ َٔ ئَِذ 
ٌَ فَضْ  ٍِ َْٚجتَُغٕ ُٔكْى َع ٍو أٌَ َصذُّ ْٕ َ  ٌُ ـ َب اَل َْٚجِشَيَُُّكْى َشَُ َٔ إَِرا َحهَْهتُْى فَٲْصطَبُدٔ۟ا  َٔ ًَب  َٰٕ ِسْض َٔ ِْٓى  ثِّ  ًًل يٍِّ سَّ
ٱْنعُ  َٔ ْثِى  َُٕ۟ا َعهَٗ ٱْْلِ َٔ اَل تََعب َٔ  ٰٖ َٕ ٱنتَّْق َٔ َُٕ۟ا َعهَٗ ٱْنجِشِّ  َٔ تََعب َٔ ْسِجِذ ٱْنَحَشاِو أٌَ تَْعتَُذٔ۟ا  ًَ َٰٔ ٱْن ٌَّ ْذ َ إِ ٱتَّقُٕ۟ا ٱَّللَّ َٔ  ٌِ
َ َشِذُٚذ ٱْنِعقَبة ِِ ٱَّللَّ
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar 
syiar-syiar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-
bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadya, 
dan binatang-binatang qala‟id, dan jangan (pula) 
mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah, 
sedang mencari karunia dan keridaan dari Tuhannya, dan 
apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimaka bolehlah 
berburu. Dan janganlah sesekali kebencianmu kepada sesuatu 
kaum karna mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil 
Hram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka. Dan 
tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah 
sesungguhnya Allah amat berat siksanya. 
 
 Sedangkan dalam As-sunnah, dapat dilihat dalam Hadis Imam Bukhari dan 
Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: 
 ٍِ ٍْ اْث ٌُ َع ثََُب ُسْفَٛب ٍُ ُُٕٚسَف َحذَّ ُذ ْث ًَّ ثََُب ُيَح ٍْ َحذَّ ُ َعَُُْٓع َٙ ّللاَّ َْٚشحَ َسِض ٍْ أَثِٙ َُْش ٍْ اْْلَْعَشِج َع ٌَ َع ا َٕ َرْك
ٍّٙ فَْهَٛتَّجِعْ  ٍْ أُْتجَِع َعهَٗ َيهِ َي َٔ ِّٙ ظُْهٌى  َبَل َيْطُم اْنَغُِ َسهََّى  َٔ  ِّ ْٛ ُ َعهَ ِّٙ َصهَّٗ ّللاَّ  انَُّجِ
Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah 
menceritakan kepada kami Sufyan dari IbnIOu Dzakwan dari 
Al A‟raj dari Abu Hurairah radliallohu „anhu dari Nabi 
shallallohu „alaihi wasallam bersabda: “Menunda membayar 
hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman dan apabila 
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F. Ketentuan-Ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 
31/DSN-MUI/VI/2002. 
Pengalihan hutang boleh dilakukan sepanjang ada objek barang yang 
dapat dibiayai dan nilai pelunasan nilai hutang yang akan di take over. 
Dibolehkan pengalihan hutang berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 12/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Hawalah, fatwa No.58/DSN-MUI/IV/2007 tentang 
hawalah bil ujrah, dan fatwa No.90/DSN-MUI/XII/2013 tentang pengalihan 
pembiayaan murabaha antar lembaga keuangan syariah
64
. Dalam Fatwa 
Dewan Syariah Nasional Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002  tentang pengalihan 
hutang ketentuannya sebagai berikut:  
Pertama: ketentuan umum 
a. Pengalihan hutang adalah pemindahan hutang nasabah dari 
bank/lembaga keuangan kovensional ke bank/lembaga keuangan 
syariah. 
b. Al-Qardh adalah akad pinjaman dari LKS kepada nasabah dengan 
ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang 
diterimanya kepada LKS pada waktu dan dengan cara pengembalian 
yang telah disepakati. 
c. Nasabah adalah (calon) nasabah LKS yang mempunyai kredit (hutang) 
kepada lembaga keuangan konvensional (LKK) untuk pebelian asset, 
yang ingin mengalihkan hutangnya ke LKS. 
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d. Asset adalah aset nasabah yang yang dibelinya melalui kredit dari 
LKK dan belum lunas pembayaran kredit lainnya. 
Kedua: ketentuan akad  
Akad dapat dilakukan melalui empat alternative 
Alternatif 1: 
a. LKS memberikan qardh kepada nasabah. Dengan qardh tersebut 
nasabah melunasi kredit (hutangnya) dengan demikian, asset yang 
dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh. 
b. Nasabah menjual asset dimaksud angka 1 kepada LKS, dan dengan 
hasil penjualan itu nasabah melunasi qardhnya kepada LKS. 
c. LKS menjual secara murabahah asset yang telah menjadi miliknya 
tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan. 
d. Fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2000 tentang al-Qardh tentang 
dan Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah 
berlaku pula dalam pelaksanaan pembiayaan pengalihan hutang 
sebagaimana yang dimaksud alternatif 1 ini. 
Alternatif II: 
a. LKS membeli sebagian asset nasabah, dengan seizin LKK, 
sehingga dengan demikian, terjadilah syirkah al-milk  antara LKS 
dan nasabah terhadap asset tersebut. 
b. Bagian asset yang dibeli oleh LKS sebagaimana yang dimaksud 
angka 1 adalah bagian asset yang senilai dengan hutang (sisa 





c. LKS menjual secara murabahah bagian asset menjadi miliknya 
tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan. 
d. Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000  tentang murabahah belaku 
pula dalam pelaksanaan pembiayaan pengalihan hutang 
sebagaimana yang dimaksud dalam alternatif II ini.  
Alternatif III 
a. Dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh atas aset, 
nasabah dapat melakukan akad ijarah dengan LKS, sesuai dengan 
Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2002. 
b. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalagi kewajiban 
nasabah dengan menggunakan prinsip al-Qardh sesuai Fatwa 
DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001. 
c. Akad ijarah sebagaimana dimaksudkan angka 1 tidak boleh 
dipersyaratkan dengan (harus terpisah dari) pemberian talangan 
sebagaimana yang dimaksud angka 2. 
d. Besar imbalan jasa ijarah sebagaiman dimaksudkan angka 1 tidak 
boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan LKS kepada 
nasabah sebagaimana yang dimaksud angka 2. 
Alternatif IV: 
a. LKS memberikan qardh kepada nasabah. Dengan qardh tersebut 
nasabah melunasi kredit (hutang)-nya, dan dengan demikian, asset 






b. Nasabah menjual asset dimaksud angka 1 kepada LKS, dan dengan 
hasil penjualan itu nasabah melunasi qardh-nya kepada LKS. 
c. LKS menyewakan asset yang telah dimilikinya tersebut kepada 
nasabah, dengan akad ai-Ijarah al-Mutahiya bi al-Tamlik. 
d. Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh dan 
Fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-
Muntahiyah bi al-Tamlik berlaku pula dalam pelaksanaan 
pembiayaan pengalihan hutang sebagaimana yang dimaksud dalam 
alternatif IV ini. 
Sesuai dengan fatwa Dewan syariah nasional Bank syariah dapat 
mengambil alihhutang nasabah di bank konvensional sebagaimana tercantum 
dalam fatwa DSN nomor 31 Tahun 2002 tentang pengalihan hutang.  
Pada alternatif 1pembiayaan dengan akad qardh dan murabahah 
dikategorikan sama seperti bai‟ inah karena yang diinginkan dalam akad ini 
adalah uang atau pinjamandan bukan barang. Jual beli dapat dikatakan 
rekayasa untuk mendapatkan pinjaman uang dengan bayaran tambahan. 
Menurut Ulama (Ibn Abbas dan Anas Bin Malik) hal ini diharamkan bila 
disepakati sejak awal namun bila terjadi secara kebetulan maka akad tersebut 
sah. 
Pada alternatif 2, merupakan akad syirkah al-milk wa AL-Murabahah 
yaitu kerja sama kepada nasabahah yang mana kredit nasabah di LKK di beli 






Alternatif 3, menggunakan akad qardh-ijarah jika tidak berhati-hati 
menggunakan akad ini akan mendekati riba maka dari itu kedua akad ini 
harus berpisah. Alternatif ini dapat mendekati riba  jika tidak berhati-hati 
karena adanya imbalan jasa untuk jasa ijarah oleh karena itu besaran untuk 
jasa ijarah tidak boleh didasarkan pada besarnya alqordh yang diterima 
nasabah.  
Alternatif 4, menggunakan akad ijarah muntahiya bit tamlik (IMBT) 
yaitu akad ijarah yang berahir dengan kepemilikan asset. Cara ini dinilai lebih 
aman yang mana pemindahan kepemilikan assetnya dalam akad IMBT 
dilakukan melalui hubah atau hadiah serta dilakukan dengan cara membeli 
dengan harga yang sesuai dengan sisa cicilan sewa diahir masa sewa. 
Pemindahan melalui hibah jika kemampuan finansial penyewa untuk 
membayar sewa relative besar segingga akumulasi sewa di ahir priode sudah 
mencukupi untuk menutup harga beli barang dan laba yang diharapkan bank. 
Pemindahan kepemlikan dengan menjual kememilikan dengan menjual di 
ahir masa sewa biasanya digunakan bila kemampuan finansial penyewa untuk 
membayar sewa relatif kecil, segingga akumulasi nilai sewa belum 
mencukupi harga beli barang tersebut dan keuntungan yang diinginkan Bank. 
Akan tetapi pada pelaksanaan pihak perbankan belum sepenuhnya 
menerapkan keempat konsep tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan fungsi 
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A. Kesimpulan  
Berdasarkan pada hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat 
diambil kesimpulan sebelumnya : 
1. Sistem pembiayaan take over yang diterapkan pada PT. BNI Syariah 
Cabang Pekanbaru, dimulai dari permohonan calon debitur dengan 
membawa kelengkapan aspek legalitas persyaratan, kemudian dilakukan 
analisa 5 C 1 S oleh pihak Bank. Plafon terendah yang dapat di take over-
kan adalah Rp. 25 juta dan maksimal tidak melebihi nilai taksasi agunan 
yang take over-kan, kredit tersebut sudah berjalan pada Bank yang lama 
minimal 1 tahun dan jangka waktu pembiayaan pada BNI Syariah 10 tahun. 
Akad yang digunakan, PT BNI Syariah Cabang Pekanbaru perpedoman 
pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang 
pengalihan hutang dan Fatwa DSN nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang 
al-qardh dan fatwa DSN nomor 04/DSN-MUI/2000 tentang murabahah. 
2. Kesesuaian akad pembiayaan pengalihan hutang (take over) yang 
diterapkan oleh Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru sudah sesuai dengan 
fatwa Dewan Syariah Nasional No 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang 
pengalihan hutang. Sebagaimana yang dijelaskan pada alternatif 1, LKS 
yaitu bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru memberikan dana qardh untuk 
melunasi kreditnya si LKK kemudian asset yang telah dilunasi di LKK 
menjadi milik nasabah sepenuhnya. Nasabah menjual asset tersebut kepada 







dilakukan nasabah tersebut dananya digunakan untuk melunasi kreditnya di 
Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru. Kemudian bank BNI Syariah 
Cabang Pekanbaru menjual kembali asset tersebut kepada nasabah, dan 
nasabah melunasi kreditnya di bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru 
dengan pembayaran secara cicilan. 
 
B. Saran  
Melalui tulisan ini penulis memberikan saran  
 PT BNI syariah harus lebih meningkat sosialisasinya kepada 
masyarakat umum tentang produk pembiayaanya dan benar–benar 
menjalankan strategi-strategi yang telah direncanakan sehingga target yang 
ditentukan tercapai, Penyaluran harus lebih berhati-hati karena pembiayaan 
merupakan aktiva produktif Bank yang merupakan sumber pendapatan 
terbesar, BNI Syariah harus lebih teliti dalam melakukan analisa terhadap 
pembiayaan. 
Bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian tentang pembiayaan 
take over hendaknya lebih mengembangkan penelitiannya dalam pendapat 
nasabah dan kepuasan nasabah, karena penelitian ini hanya sebatas 
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